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Abstract: Abstract: The purpose of this paper is to review the importance of developing the mindset
of civil servants (PNS) in order to provide excellent service to citizens as customers. This concept has
been stated in Law Number 25 of 2009 concerning Public Services. The method used in the writing of
this review is literature study in which every data and information obtained is verified through
references that can be accounted for academically. The mindset is like an iceberg, it appears that the
surface does not describe the whole because it is stored under the surface of the iceberg. So to
change the mindset requires repeated habituation so that it is firmly embedded in his brain so that it
becomes a blue print for his actions in providing services. Repetitive practice can shape a person's
personality. Look at how a would-be warrior who is still physically and mentally weak becomes a
formidable warrior, both physically and mentally, because of a perfect formation education. The key
to forming civil servants who serve is forced, forced, then able, ordinary to become culture.
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Pendahuluan

Kata pelayanan dalam dunia pegawai negeri sipil menjadi kata “baru”. Penulis memberi tanda kutip
karena tugas pelayanan ini belum melembaga dalam pola pikir setiap pegawai. Dalam bahasa Inggris,
pegawaia negeri sipil padanan katanya yang mendekati adalah civil servant, kata servant sendiri
bermakna “asisten rumah tangga’. Hakekatnya, pekerjaan seorang pegawai negeri sipil adalah
pekerjaan pelayanan (pengabdian) kepada masyarakat. Mungkin jika dimaknai demikian lebih seperti
pekerja sosial. Bedanya, pegawai negeri sipil digaji oleh negara yang sumbernya berasal dari
Anggaran Pendapatan Belanja Negara berasal dari pendapatan pajak. Mengingat pajak diambil dari
warga negara yang notabene adalah rakyat Indonesia, maka sudah selayaknya seorang pegawaio
negeri sipil mengabdikan dirinya dengan kinerja yang layak sesuai atau bahkan di atas penghasilan
yang diberikan rakyatnya.

Tentu asumsi yang disampaikan penulis dianggap hal yang terlalu ideal. Tapi, pelayanan publik
memang merupakan hak dasar yang harus diterima sebagai konsekuensi mandat yang diberikan
kepada pemimpin agar memberikan pelayanan kepada warga negara. Kalau kita amati, pelayanan itu
ada yang gratis dan ada yang berbayar. Keduanya ada peraturan yang melindunginya. Namun, pada
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pelaksanaannya tidak boleh diskriminatif. Pelayanan harus sama persis. Pelayanan gratis adalah
pelayanan yang pembayarannya sudah ditangani langsung oleh pemerintah sedangkan pelayanan
berbayar yang menangani warga negara sendiri. Hal ini lah yang harus difahami betul oleh pegawai
negeri sipil (PNS). Sehingga, pelayanan publik yang dilaksanakan pihak manapun, khususnya
pelayanan publik negara harus egaliter.

Mengapa pelayanan publik itu aparat negara termasuk PNS. Jika kita melihat dari kacamata
Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dalam Pasal 1 angka 5 yang
menyatakan "Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat,
pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam Organisasi Penyelenggara yang bertugas
melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik". Maka, bisa dikatakan setiap
pejabat adalah pelaksana pelayanan publik dan setiap pegawai (PNS) adalah pelaksana pelayanan
publik (Pratama, 2018).

Guna mereformasi kualitas ASN, yang perlu dilakukan adalah merubah mindset negatif ASN.
Karena pola pikir yang mengakar dapat memicu pelaksanaan pekerjaan bahkan
menghambatpekerjaan. Pola pikir terbentuk dari pengalaman yang direkam dari alam bawah sadar
seseorang. Rekaman bawah sadar ini bersumber dari lingkungan sosial, adat istiadat, dan pergaulan
dengan sesama. Pengalaman tersebut dapat berupa pengaruh positif atau pengaruh negatif,
tergantung pola pikir seseorang yang mengakar pada dirinya. Pola pikir yang mengakar tersebut bisa
dilihat dari perilakunya setiap hari (Nufus, 2018:57).

Pola pikir bagi PNS itu penting untuk memandu yang bersangkutan berperilaku sebagaimana
layaknya seorang PNS yang berkarakter. PNS yang memiliki pola pikir pelayanan akan selalu
mengedapankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadinya. Jadi, seroang PNS yang pola
pikimya sudah terbentuk akan berfikir jauh ke depan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh
Kemenkeu Learning Center, pola pikir itu meliputi: (1) masyarakat berhak memperoleh pelayanan dari
pemerintah; (2) masyarakat juga membayar pajak unuk membiayai pembangunan; (3) Mendukung
tercapainya tujuan bernegara; (4) dalam layanan yang diberikan terdapat perlindungan dari pemerintah.

Jadi dengan dengan memiliki pola pikir seorang PNS akan berorientasi pelayanan karena gaji yang
ia peroleh berasal dari rakyat sehingga ia harus memantaskan kinerjanya sesuai dengan gaji yang ia
terima. Pola pikir yang negatif, misalnya pelayanan akan memuaskan jika ada uang pelicin atau pola
pikir SMS (senang membuat sulit atau sulit membuat senang). Simptom ini seperti jenis penyakit yang
menggerogoti tubuh birokrasi di Indonesia, pelayanan publik di Indonesia juga dicirikan dengan
berbagai macam persoalan, seperti: 1) Biayanya yang mahal; 2) Prosedurnya sulit dipenuhi dan harus
melalui tahapan yang berbelit-belit; 3) Pemberi layanan tidak ramah; 4) Diskriminatif; 5) Tidak ada
kepastian kualitas dan waktu penyelesaian layanan; 6) Tidak transparan; 7) Tidak responsif terhadap
kebutuhan warga negara; 8) Ditandai praktik KKN (Purwanto,et al, 2017:52-53).

Sadar atau tidak, birokrasi di Indonesia sudah seperti itu. Untuk memperbaikinya dibutuhkan
pimpinan yang tegas, dan aparatur yang berintegritas. Rekrutmen PNS dengan sistem online dengan
passing grade tinggi diharapakn dapat mengubah pola pelayanan di Indonesia. Pola pikir PNS baru
yang dilatih melalui Pelatihan Dasar Calon PNS harus memiliki dampak positif bagi peningkatan
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kualitas pelayanan publik di Indonesia. Keseriusan ini sangat penting agar terjadi harmoni antara
masyarakat yang dilayani dengan aparat negara (PNS) sebagai pelayan.

Sikap pelayanan dapat digambarkan melalui 7 P sebagai berikut: 1. Passionate (Sangat bergairah
=Bersemangat, Antusias) 2. Progressive (Memakai cara yang terbaik = termaju) 3. Proactive
(Antisipatif, proaktif dan tidak menunggu) 4. Prompt (Positif = tanpa curiga dan kekhawatiran) 5.
Patience (Penuh rasa kesabaran) 6. Proporsional (Tidak mengada-ada) 7. Punctional (Tepat waktu)
(Purwanto,et al, 2017:70-71)

Metode yang digunakan dalam tulisan ulasan ini adalah studi pustaka dimana setiap data dan
informasi  yang  diperoleh  dipastikan keabsahannya melalui referensi yang dapat
dipertanggungjawabkan secara akademis. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder berasal dari
buku, jurnal ilmiah online, dan website. Sugiyono (2012:141) mendefinisikan data sekunder sebagai
berikut:

‘Sumber Sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca,
mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-
buku,serta dokumen”.

Analisa

Dengan merujuk pada bagian pendahuluan, penulis berasumsi jika PNS ditanamkan Pola Pikir
Pelayanan dalam pekerjaannya maka pelayanan yang diberikan akan berwujud pelayanan prima.
Merubah Pola pikir ASN itu perlu, karena dengan merubah pola pikir ASN ke dalam pola pikir positif
diharapkan mampu meminimalisir pengaruh tindakan pola pikir negatif. Dalam hal ini tujuan reformasi
demokrasi akan terwujud. Artinya akan mensukseskan tugas dan peranan PNS sebagai abdi negara,
abdi masyarakat, dan pelayan masyarakat (Nufus, 2018:57).

Bagi PNS yang masih netral dari pengaruh buruk lingkungan di sekitarnya maka proses penanaman
pola pikir pelayanan akan berjalan sesuai harapan. Harapan negara melalui Pendidikan dan Pealtihan
Dasar CPNS dapat terbentuk PNS yang berkompetensi tinggi dengan pola pikir pelayanan yang positif.
Harapan ini tidak berlebihan di tengah tuntutan masyarakat akan hadirnya pelayanan publik yang
prima, terjangkau, cepat, aman dan nyaman.

Pelayanan publik yang demikian cepat, aman, ramah, murah adalah pelayana yang senantiasa
didambakan. Kapankah itu terjadi di negara kita. Pelayanan yang betul betul sudah terintegrasi dengan
baik. Pelayanan yang demikian itu kita sepakat menyebutnya sebagai pelayanan prima. Pelayanan
Prima adalah kemampuan maksimal seseorang dalam berhubungan dengan orang lain dalam hal
pelayanan. Pelayanan prima adalah pelayanan yang terbaik yang diberikan kepada pelanggan, baik
pelanggan internal maupun eksternal berdasarkan standard dan prosedur pelayanan (Suwithi, 1999; 4)

Pelayanan prima juga berhubungan dengan pelayana terbaik dalam memenuhi harapana
pelanggan, dalam hal ini warga negara. Harapan ini sejalan dengan pendapat Maddy (2009: 8) bahwa
pelayanan prima (Service Excellent) adalah suatu pelayanan yang terbaik dalam memenuhi harapan
dan kebutuhan pelanggan. Dengan kata lain, pelayanan prima merupakan suatu pelayanan yang
memenuhi standar kualitas tertentu yang telah dtetapkan oleh penyelenggara pelayanan. Pelayanan
yang memenuhi standar kualitas adalah suatu pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kepuasan
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pelanggan/masyarakat. Ukuran puas itu semu. Maka untuk membatasinya penyelenggaran wajib
menyebarkan survey kepuasan pelanggan dan menyediakan emoticon senang, biasa, dan cemberut
yang menggambar suasana hati pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara
pelayanan.

Pelayanan prima dapat direkayasa, yaitu dengan mengubah budaya kerja organisasi. Komitmen
organisasi diperlukan untuk menjalankan misi tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Pratomo dan
Shaff (2000:107) bahwa pelayanan prima pada dasarnya adalah rasa keperdulian organisasi yang
berorientasi keuntungan (profit oriented) atau organisasi yang berorientasi sosial (nonprofit) terhadap
pelanggan yang ditunjukkan dengan adanya sikap, perhatian, dan tindakan nyata, sehingga pelanggan
merasa nyaman dengan pelayanan prima yang diberikan.

Pendapat di atas dikuatkan oleh Rahmayanty (2013: 18) bahwa pelayanan prima adalah pelayanan
dengan standar kualitas yang tinggi dan selalu mengikuti perkembangan kebutuhan pelanggan setiap
saat, secara konsisiten dan akurat. Di era serba informasi dengan internet yang semakin tersedia
dimana saja menuntut kebebasan pelanggan untuk mendapat pelayanan secara online dari mana saja
dan kapan saja. Penyelenggara pelayanan publik yang tidak peka dengan perkembangan ini akan
terseret oleh arus informasi yang semakin deras.

Menurut Vincent Gespersz dalam Maddy (2009:10) kualitas pelayanan meliputi dimensi-dimensi
sebagai berikut: a. Ketepatan waktu pelayanan berkaitan dengan waktu tunggu dan proses b. Kualitas
pelayanan berkaitan dengan akurasi atau kepetatan pelayanan c. Kualitas pelayanan berkaitan dengan
kesopanan dan keramahan pelaku bisnis d. Kualitas pelayanan berkaitan dengan tanggung jawab
dalam penanganan keluhan pelanggane. Kualitas pelayanan berkaitan dengan sedikit banyaknya
petugas yang melayani serta fasilitas pendukung lainnya f. Kualitas pelayanan berkaitan dengan lokasi,
ruangan tempat pelayanan, tempat parkir, ketersediaan informasi, dan petunjuk/panduan lainnya. g.
Kualitas pelayanan berhubungan dengan kondisi lingkungan, kebersihan, ruang tunggu, fasilitas music,
AC, alat komunikasi, dan lain-lain.

Pemenuhan terhadap dimensi-dimensi yang disampaikan oleh pakar di atas menunjukkan bahwa
kesiapan penyelenggara pelayanan publik memang sangat dibutuhkan. Dapat dipastikan dengan
terbangunnya image pelayanan publik yang prima dapat meningkatkan kunjungan pelanggan. Ini
menunjukkan tingkat kepercayaan publik yang membaik. Tingkat kepercayaan inilah yang harus
dibangun agar terwujud sinergi antara pelanggan, pelayan dan penyelenggara pelayanan publik.
Kondisi saling membutuhkan ini dapat meningkatkan potensi pendapatan secara signifikan.

Untuk membangun image (citra) baik pelayanan dibutuhkan proses dan tahapan jelas dalam
pelayanan prima tersebut. Proses dan tahapan pelayanan prima menurut (Judiari, 2010; 106): a.
Pancarkan segenap sikap positif kepada orang lain/pelanggan. Langkah: identifikasi kebutuhan dasar
manusia (pengertian), membaca kebutuhan pelanggan (perhatian), pengaturan waktu pelayanan (tepat
waktu), situasi dan kondisi, kepekaan dan empati (mendengarkan). b. Mengidentifikasi kebutuhan
pelanggan. Langkah: identifikasi kebutuhan dasar manusia (pengertian), membaca kebutuhan
pelanggan (perhatian), pengaturan waktu pelayanan (tepat waktu), situasi dan kondisi, kepekaan dan
empati (mendengarkan). c. Aplikasi diri pengidentifikasian kebutuhan pelanggan. Langkah: ambil
inisiatif untuk memperluas tanggung jawab, berkomunikasi dengan jelas/asertif, pengertian, pelanggan
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disambut dengan baik, membantu mereka merasa penting, memberikan lingkungan yang
menyenagkan. d. Ada pengakuan kepuasan dari pelanggan yang anda layani. Langkah: tuntaskan
semua kebutuhan pelanggan, ambil langkah ekstra bagi pelayanan, beri sikap yang menjadikan
pelanggan berada di pihak anda.

Dengan mengembangkan pola pikir pelayanan, seorang PNS dapat menjalankan tugas pokok dan
fungsinya sebagai pelayan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Untuk dapat membangun pola pikir
pelayanan itu diperlukan sebuah proses panjang pendidikan dan pelatihan agar konsep dan teori
pelayanan prima itu dapat dipraktekkan secara berulang dengan cara dipaksa, menjadi terpaksa, lalu
bisa, biasa hingga menjadi budaya (Dewi, 2020).

Kesimpulan

Pola pikir itu seperti gunung es, nampak permukaan belum menggambarkan keseluruhan karena pola
pikir itu tersimpan di bawah permukaan gunung es. Jadi untuk mengubah pola pikir dibutuhkan
pembiasaan yang berulang-ulang sehingga tertanam kuat dalam otaknya sehingga menjadi blue print
tindakannya dalam memberikan pelayanan.

Latihan yang berulang-ulang dapat membentuk kepribadian seseorang. Lihatlah bagaiaman seorang
calon prajurit yang masih lemah secara fisik dan mental menjadi sosok prajurit yang tangguh baik fisik
dan mental, itu karena pendidikan pembentukan yang sempurna. Kunci membentuk PNS yang
melayani yaitu Dipaksa, Menjadi Terpaksa, Lalu Bisa, Menjadi Biasa hingga menjadi Budaya.***
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Abstrak: Tujuan tulisan ini mengulas tentang pentingnya pengembangan pola pikir
yang dimiliki pegawai negeri sipil (PNS) agar dapat memberikan pelayanan prima
kepada warga masyarakat sebagai pelanggan. Konsep ini sudah tertuang dalam
Undang Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Metode yang
digunakan dalam tulisan ulasan ini adalah studi pustaka dimana setiap data dan
informasi yang diperoleh dipastikan keabsahannya melalui referensi yang dapat
dipertanggungjawabkan secara akademis. Pola pikir itu seperti gunung es, nampak
permukaan belum menggambarkan keseluruhan karena pola pikir itu tersimpan di
bawah permukaan gunung es. Jadi untuk mengubah pola pikir dibutuhkan
pembiasaan yang berulang-ulang sehingga tertanam kuat dalam otaknya sehingga
menjadi blue print tindakannya dalam memberikan pelayanan. Latihan yang
berulang-ulang dapat membentuk kepribadian seseorang. Lihatlah bagaiaman
seorang calon prajurit yang masih lemah secara fisik dan mental menjadi sosok
prajurit yang tangguh baik fisik dan mental, itu karena pendidikan pembentukan
yang sempurna. Kunci membentuk PNS yang melayani yaitu Dipaksa, Menjadi
Terpaksa, Lalu Bisa, Menjadi Biasa hingga menjadi Budaya.

Kata kunci: Pola pikir, palayanan publik, service excellent, budaya pelayanan
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